PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR %2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 39
TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang :

Mengingat

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

1.

37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2015 Romawi III Nomor 2 huruf b angka 3
menyatakan standar satuan harga perjalanan dinas
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerabh;

bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a dipandang perlu merubah Peraturan Gubernur
Jambi tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Provinsi
Jambi.

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646); ’

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4214) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan

e T

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI
TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil
serta Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 39) yang telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
dibayar secara riil (at cost) termasuk retribusi yang dipungut di terminal
Bus/Stasiun/Airport Tax/Pelabuhan dan biaya Taksi dari Bandara ke
Kota tujuan.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 24

(5) c. daftar pengeluaran riil atas biaya taksi dari dan ke bandara ditempat
kota tujuan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum pada
lampiran IV Peraturan Gubernur ini.



-4-
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 -J . 2«S

Pj. GUBERNUR JAMBI

H. IRMAN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH’ﬁOVIN AMBI TAHUN 2015 NOMOR ?S



